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Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Seruyan di Kuala Pembuang

2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Tengah
Up. Kabid PNFI di Palangka Raya

Camat S. Hilir di Kuala Pembuang

4. Kepala UPTD Dikpora Kecamatan . Hilir
di Kuala Pembuang
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PEMERINTAH KABUPATEN SERUYAN

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

Telapon (0538) 2707643, fax. (0538) 22102, E-mail.pdkseruyan@gmail.com

. Jalan Akhmad Yani Kuala Pembuang 74212 Kalimantan Tengah

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN SERUYAN
NOMOR : 421.1/699/Dikpora/V/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL KB ANANDA
'KECAMATAN SERUYAN HILIR KABUPATEN SERUYAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN SERUYAN

Menimbang

Mengingat
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;bahwa untuk kelancaran pelaksanaan dan ketertiban penyelenggaraan Pendidikan
Anak Usia Dini (PAUD) sebagaimana yang ditetapkan oleh Pemerintah, dirasa perlu
untuk diberikan Jjin Operasional Penyelenggaraan KB Ananda.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf (a) di atas, perlu di tetapkan dan
dituangkan dalam Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Seruyan.

Undang — Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak;

Undang — Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang — Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;

Undang — Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah
Pusat dan Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah
Bidang Pendidikan;

Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
Peraturan Pemerintah  Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan  dan
Penyelenggaraan Pendidikan;

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2010

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementrian Pendidikan Nasional;

10. Peraturan Mentri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2010 tentang Standar

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);



